
BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    76    TAHUN2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  13  ayat  (1)  Peraturan
Pemerintah    Nomor     60     Tahun     2008     tentang    Sistem
Pengendalian   Intern  Pemerintah   (SPIP),   Pimpinan   Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b.     bahwa  dalarn  rangka  peningkatan  kualitas  penerapan  SPIP,
diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan
untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;

C. bahwa  berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang     Pedoman     Pengelolaan     Risiko     di     Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika;

Mengingat     :  1.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara  yang  Bersih   dan   Bebas   dari  Korupsi,   Kolusi   dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1999
Nomor 75,   Tambahan Irembaran Negara   Republik Indonesia
Nomor   3851);sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  2002   tentang  Komisi
Pemberantasan   Tindak   Pidana   Korupsi   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor    197,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia       Nomor 6409);

2.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   lrian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,   Kabupaten  Mimika,   Kabupaten  Puncak
Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    1999    Nomor    173,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3894) ;
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3.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor 47,  Talnbahan  Lembaran  Negara   Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.     Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

5.     Undang-Undang Nomor  15 Tahun  2004  tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6.     Undang-Undang Nomor  12 Tahun 201 l tentang pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Ijembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana  telah  diubah
dengan   Undang-undang   Nomor    13   Tahun   2022   tentang
Perubahan Kedua Atas Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang     Pembentukan      Peraturan     Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;

7.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2015   tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5679);

8.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6804) ;

9.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2008   Nomor   127,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
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10.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2016    Nomor    114,    Tambahan    I,embaran   Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5888)  sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

11.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah  (Irembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

12.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13.   Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-Undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2014    Nomor     199);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden
Nomor   87   Tahun   2014   tentang   Peraturan   Pelaksanaan
Undang~Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor  186);

14.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahuri
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah    (Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2018
Nomor  157);

15.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,     Pengendalian     Dan     Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    Dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah,   Serta   Tata   Cara   Perubahan   Rencana
Pembangunan       Jangka       Panjang       Daerah,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2017 Nomor  1312);
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16.   Peraturan     Kepala    Badan     Pengawasan     Keuangan     dan
Pembangunan       Nomor       PER-1326/K/LB/2009       tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

17.   Peraturan     Kepala    Badan     Pengawa.sam     Keuangan     dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan    Penilaian    Risiko    di    Lingkungan    lnstansi
Pemerintah;

18.   Peraturan    Kepala    Badan    Pengawasan    Keuangan    dan
Pembangunan   Nomor   6   Tahun   2018   tentang   Pedoman
Pengawasan Intern Berbasis Risiko;

19.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2017
tentang  Pembentukan  dan   Susunan   Organisasi  Perangkat
Daerah   Kabupaten   Mimika   (Lembaran   Daerah   Kabupaten
Mimika   Tahun   2017   Nomor   4,   Noreg   Peraturan   Daerah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua 04/ 2017) ;

20.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang  Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten  Mimika  Tahun  2022  Nomor  5,  Noreg  Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 5/ 2022) ;

21.   Peraturan   Bupati   Mimika  Nomor   18  Tahun  2019   tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan   :  PERATURAN     BUPATI    TENTANG    PEDOMAN     PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.      Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.      Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.      Bupati adalah Bupati Mimika.

4.      Perangkat  Daerah  adalah unsur pembantu  Bupati  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
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5.      Inspektorat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah
perangkat daerah yang merupakan  aparat pengawasan intern pemerintah
yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

7.

8.

9.

Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  selanjutnya  disingkat  SPIP
adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh
di lingkungan pemerintah daerah.

Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang
bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.

Unit  Kepatuhan  adalah  unit  kelja yang  bertugas  memantau  pelaksanaan
pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat
daerah.

Risiko  adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan
kegiatan dan sasaran perangkat daerah.

10.    Sisa  Risiko  adalah  risiko  setelah  mempertimbanghan  pengendalian  yang
sudah ada.

11.   Analisis   Risiko    adalah   proses   penilaian   terhadap    risiko   yang   telah
teridentifikasi  dalam  rangka  mengestimasi  kemungkinan  munculnya  dan
besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

12.    Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa,
dan  bagaimana  sesuatu  dapat  ten.adi  sehingga  dapat  berdampak  negatif
terhadap pencapaian tujuan.

13.   Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerali.

14.   Reviu    adalah    penelaahan    ulang    bukti-bukti    suatu    kegiatan    untuk
memastikan  bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

15.   Evaluasi   adalah   rangkaian   membandingkan   hasil   atau   prestasi   suatu
kegiatan   dengan   standar,   rencana,   atau   yarig   telah   ditetapkan   dan
menentukan fcktor-fcktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

16.    Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17.    Rencana  StrateSs  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  dengan
Renstra  Perangkat  Daerah  adalah  dokumen  perencanaan  satuan  kelja
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18.    Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah  adalah  dokumen  perencanaan  Perangkat  Daerah  untuk  periode  1
(satu) tahun.

19.    Kebijakan  Umum APBD  yang  selanjutnya  disingkat  KUA  adalah  dofumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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20.    Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disinBkat PPAS
adalah  program  prioritas  dan  batas  maksimal  anggaran  yang  diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam  penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  satuan  kerja  perangkat
daerah.

21.    Controz Sez/Assessment yang selanjutnya disingkat CSA adalah suatu proses
penilaian sendiri tentang efektifitas pengendalian yang ada untuk memberi
keyakinan bahwa tujuan/ sasaran organisasi akan tercapai.

22.    Rencana   Kelja   dan   Anggaran   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   yang
selanjutnya  disingkat  RKA  SKPD  adalah  dokumen yang  memuat  rencana
pendapatan   dan   belanja   SKPD   atau   dokumen  yang   memuat   rencana
pendapatan,   belanja   dan   pembiayaan   OPD   yang  melaksanakan   fungsi
bendahara   umum   daerah   yang   digunakan   sebagai   dasar   penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

23.    Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Satuan  Kelja  Perangkat  Daerah  yang
selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat
pendapatan  dan  belanja  SKPD  atau  dokumen  yang  memuat  pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum
daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

24.    Controz  EnzrirormerL€  Ez/azwatzorL  yang   selanjutnya   disingkat   GEE   adalah
kegiatan    evaluasi    atas    lingkungan    pengendalian    suatu    organisasi
dibandingkan  dengan  "kondisi  ideal"  urcimeu;ork)  dari  masing-masing  sub
unsur   dalam   hagkungan   pengendalian   sehingga   diperoleh   gambaran
kondisinya  dan  masukan  bagi  manajemen  dalam  perbaikan  lingkungan
pengendalian.

25.    Foctts Groztp Disoussfo7i yang selanjutnya disingkat FGD adalah suatu proses
pengumpulan informasi suatu rna.salah tertentu yang sangat spesifik melalui
diskusi kelompok.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman/ acuan bagi pejabat/ seluruh
pegawai daerah, untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah,
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB  11
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

(1)    Pengelolaan   risiko   Pemerintah   Daerah   dilakukan   atas   tujuan   strategis
Pemerintah  Daerah,  tujuan  strategis  Perangkat  Daerah,  dan  tujuan  pada
tingkatan kegiatannya.

(2)    Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
a.   pengembangan budaya sadar risiko;
b.   pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
c.    penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
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Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1)     Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2)  huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah
Daerah.

(2)     Pengembangan  Budaya Sadar Risiko  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (I)
dilakukan melalui :
a.   sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan

organisasi disetiap satuan kelja;
b.   internalisasi   pengelolaan   Risiko   dalam    setiap   proses   pengambilan

keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
c.    pembangunan/perbaikan  lingkungan  pengendalian  yang  mendukung

penciptaan budaya risiko.

(3)     Bentuk pengembangan budaya sadar  Risiko  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (2), berupa:
a.   pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b.   sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;
d.    pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi; dan
e.    penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik.

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1)    Dalam melakukan pengelolaan risiko  dibentuk struktur pengelolaan risiko,
yang terdiri atas:
a.    Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
b.    Sekretaris  Daerah     sebagai  koordinator  penyelenggaraan  pengelolaan

risiko pemerintah daerah;
c.    Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai Unit Pemilik

RIsiko (UPR) ;
d   Asisten Sekretaris Daerah sebagal unit kepatuhan; dan
e.    Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.

(2)    Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1)  huruf   a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan
risiko pemerintah daerah,

(3)    Sekretaris  Daerah  sebagai  koordinator  penyelenggaraan  pengelolaan  risiko
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
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(4)    Bupati dan pimpinan perangkat Daerah/ Unit Kelja sebagai UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan
risiko di lingkup keljanya.

(5)    Asisten  Sekretaris  Daerah  sebagai unit kepatuhan  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah.

(6)    Inspektur  Daerah   sebagai  penanggung  jawab   pengawasan   sebagalmana
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf e  berwenang  memberikan  keyakinan  yang
memadai   atas   penerapan   pengelolaan   risiko   di   lingkungan   pemerintah
daerah.

(7)    Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)    Dalam  rangka  mendukung  pengelolaan  risiko  tingkat  pemerintah  daerah,
Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2)     Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.   Bupati sebagai ketua;
b.   Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perencanaan

daerah (Bappeda) sebagal koordinator merangkap anggota; dan
c.    Kepala Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Bagian) sebagai anggota.

Pasal  7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:
1.   melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang

meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

2.   membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan
risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit  Pemilik  Risiko  sebagai  penanggung jawab  pengelolaan  risiko  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:
1.   Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah.
2.   Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 11.
3.   Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ill dan IV.
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Pasal 9

(1)    Unit  Pemilik  Risiko  Tingkat  Pemerintah  Daerah  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki tugas:
a.    menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
b.   menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
c.    melakukan  identifikasi  dan  ana]isis  risiko  terhadap pencapaian  tujuan

dan sasaran strategis pemerintah daerah;
d.   melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi

dan analisis risiko; dan
e.    menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2)    Unit Pemilik Rlsiko Tingkat Eselon 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) memiliki tugas:
a.    menyusun  strategi  pengelolaan  risiko  di  tingkat  unit  eselon  11  pada

Perangkat Daerah masing-masing;
b.    menyusun rencana kelja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon 11 pada

Perangkat Daerah masing-masing;
c.    melakukan  identifikasi  dan  analisis  risiko  terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
d.   melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi

dan analisis risiko; dan
e.    menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3)    Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ill dan IV sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas:
a.    melakukan identifikasi dan  analisis  risiko  terhadap  pencapaian tujuari

dan sasaran kegiatan;
b.   melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi

dan analisis risiko; dan
c.    menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal  10

(1)     Proses pengelolaan risiko meliputi:
a.    identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b.    penilaian risiko;
c.    kegiatan pengendalian;
d.   informasi dan komunikasi; dan
e.    pemantauan.

(2)    Proses  pengelolaan risiko  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diterapkan
dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3)     Setiap  siklus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   mempunyai  periode
penerapan selama 1  (satu) tahun.
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(4)    Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi
bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu
dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragral Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal  1 1

(1)    Identifikasi     kelemahan     lingkungan     pengendalian     diperlukan     untuk
menentukan     rencana     penguatan     lingkungan     pengendalian     dalam
mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2)    Identifikasi  kelemahan  lingkungan  pengendalian  dilakukan  pada  tingkat
Pemerintah  Daerah  dengan  cara  mengidentifikasi  kelemahan-  kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Risiko

Pasal  12

(1)    Penilalan  risiko  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  risiko  yang  dapat
menghambat  pencapaian  tujuan  instansi  pemerintah  dan  merumuskan
kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2)     Penilaian risiko dilakukan atas:
a.   tujuan strategis pemerintah Daerah;
b.   tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah ;dan
c.    tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

(3)     Penilaian  risiko   atas   tuj.uan   strategis   Pemerintah   Daerah   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf a  dilaksanakan  bersamaan  dengan  proses
penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.

(4)    Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf b  dilaksanakan  bersamaan  dengan  proses
penyusunan  Renstra Perangkat  Daerah  atau  segera  setelah  ditetapkannya
Renstra Perangkat Daerah.

(5)     Penilalan   risiko   atas   tujuan   operasional   (kegiatan)   Perangkat   Daerah
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)   huruf  c  dilaksanakan  bersamaan
dengan  proses  penyusunan  RKA  Perangkat  Daerah  atau  segera  setelah
(diselesaikannya) RKA Perangkat Daerah.

(6)     Proses penilaian risiko meliputi:
a.   penetapan konteks/tujuan;
b.   identifikasi risiko; dan
c.    analisis Risiko.
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Pasal 13

Penetapan  konteks/tujuan  terdiri  dari  tahap  penetapan  konteks/tujuan  dan
penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

(1)    Penetapan  konteks/tujuan  bertujuan  untuk  menjabarkan  tujuan  instansi
dan  tujuan kegiatan  sesual dengan rencana  strategis  dan  rencana kinelja
tahunan.

(2)    Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks
strategis  Pemerintah Daerah,  konteks  strategis  (entitas)  Perangkat Daerah,
dan konteks operasional (kegiatan).

(3)    Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen
RPJMD.

(4)    Tujuan   dalam   konteks   strategis   (entitas)   Perangkat   Daerah   ditetapkan
berdasarkan  tujuan  strategis  Perangkat  Daerah  sebagaimana  tercantum
dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5)    Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan
kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal  15

(1)     Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang
sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

(2)     Kriteria penilaian risiko meliputi:
a.    skala dampak risiko;
b.   skala kemungkinan risiko; dan
c.    skala tingkat risiko.

Pasal  16

(1)     Identifikasi   risiko   bertujuan   untuk   mengidentifikasi   risiko   yang   dapat
menghambat  pencapaian  tujuan  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang
meliputi   tujuan   strategis   Pemerintah   Daerah,   tujuan   strategis   (entitas)
Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) perangkat daerah.

(2)     Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
a.   mengidentifikasi  berbagai  risiko yang menghambat pencapaian  tujuan,

pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
b.   mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.
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Pasal  17

(1)     Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa
risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2)     Berdasarkan  hasil  penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  suatu
risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan
rencana tindak pengendalian.

(3)     Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
a.    melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
b.    memvalidasi risiko;
c.    melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d.    menyusun Rencana Tindak pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga
Kegiatan Pengendalian

Pasal  18

(1)    Kegiatan   pengendalian   merupakan   tahap   untuk   mengimplementasikan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

(2)     Implementasi Rencana Tindak pengendalian (RTP) meliputi kegiatan:
a.   pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa

kebijakan dan/atau prosedur; dan
b.   pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal  19

(1)     Informasi  dan  komunikasi  bertujuan  untuk  memastikan  telah  terdapat
komunikasi   internal   dan   eksternal  yang   efektif  dalam   setiap   tahapan
pengelolaan  risiko,  sejak  penilaian  kelemahan  lingkungan  pengendalian,
proses penilaj.an risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2)     Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan
komunikasi yang efektif dalaln melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 20

(1)    Pemantauan  dilaksanakan  untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan  risiko
telah dilakukan sesual dengan ketentuan.
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(2)    Pemantauan  dilaksanakan  oleh  pimpinan   secara  beljenjang  mulai  dari
Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 11) , Kepala Bagian/Kepala Bidang
(Pejabat  Eselon  Ill),  Kepala  Seksi/Kepala  Sub  Bagian  (Pejabat  Eselon  IV)
sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3)    Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala
Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4)    Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat
selaku  penanggung jawab  pengawasan  pengelolaan  risiko  meliputi  audit,
reviu, pemantauan, evaluasi, dan/ atau pengawasan lainnya.

BAB Ill
PELAPORAN

Pasal 2 1

(1)     Dalam   rangka  mendukung  akuntabilitas  pengelolaan  risiko,   pemerintah
daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2)     Laporan pengelolaan risiko meliputi:
a.   Iaporan pelaksanaan penilaian risiko oleh unit pemilik risiko;
b.   Iaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
c.   Iaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan.

(3)     Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)
huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian
risiko   strategis   Pemerintah   Daerah,   penilaian   risiko   strategis   (entitas)
Perangkat  Daerah,  dan  penilaian  risiko  operasional  (kegiatan)  Perangkat
Daerah.

(4)     Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing uriit pemilik
risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan
unit kepatuhan.

(5)    Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a  dapat  berupa dokumen  penilaian  risiko/dokumen  rencana tindak
pengendalian.

(6)     Laporan berkala pengelolaan risiko  oleh  masing-masing unit pemilik risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan,
dan   tahunan   disampaikan   kepada   Bupati,   dengan   tembusan   kepada
Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.

(7)     Laporan berkala pengelolaan risiko oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   huruf  b   untuk   tingkat   entitas
Pemerintah  Daerah  dikoordinasikan  oleh  Unit  Pemilik  Risiko  Pemerintah
Daerah,  sedangkan  untuk  tingkat  strategis  Perangkat  Daerah  dan  tingkat
operasional  Perangkat  Daerah  dikoordinasikan  oleh  Unit  Pemilik  RIsiko
Tingkat Eselon 11.
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(8)    Laporan   berkala   pemantauan   pengelolaan   risiko   oleh   Unit   Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan,
dan   tahunan   disampaikan   kepada   Bupati   dengan   tembusan   kepada
Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   teknis    Pedoman   Pengelolaan   Risiko    Di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Mimika,  tercantum  dalam  Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mimika ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal,  30  Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES REIT013

Diundan8ken di Timika
Pada tanggal,  30 Desember 2022

Ij.  SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 81
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hampiran  Peraturan Bupati Mimika
Nomor    76   Tahun  2022
Tahun, 30 Desember 2022

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

I.       PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang

1.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   60  Tahun   2008   tentang   Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13
ayat  (1)  yaitu  Pimpinan  Instansi  Pemerintah  wajib  melakukan
penilaian risiko; dan

2.   Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  penerapan  SPIP  diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

8.  Tujuan Penyusunan Pedoman
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:
1.   mengelola  risiko  dalam  rangka  mendukung  pencapaian  tujuan

pemerintah daerah;
2.    mengidentifikasi,  menganalisis,   dan  mengendalikan  risiko  serta

memantau      aktifitas     pengendalian      risiko      di     lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Mimika.

11.     KEBI.AKAN PENGELOLAAN RISIKO
A.   Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks   pengelolaan   risiko   pada   Pemerintah   Kabupaten   Mimika
dilakukan atas tujuan  strategis  Pemerintah  Daerah,  tujuan  strategis
(entitas)    Perangkat   Daerah,    dan   tujuan   pada   tingkat   kegiatan
(operasional) Perangkat Daerah.

1.   Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
Pengelolaan    risiko    strategis    Pemerintah    Daerah    bertujuan
mengendalikan  risiko-risiko  prioritas  atas  tujuan  dan  sasaran
strategis   pemerintah   daerah   yang   tertuang   dalam   dokumen
Rencana    Pemerintah    Jangka    Menengah    Daerah     (RPJMD).
Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan
oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat
Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di
bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2.    Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan     risiko     strategis     Perangkat     Daerah     bertujuan
mengendalikan  risiko-risiko  prioritas  atas  tujuan  dan  sasaran
strategis   Perangkat   Daerah   yang   tertuang   dalam   dokumen
Perencanaan   Strategis   Perangkat   Daerah   (Renstra   Perangkat
Daerah).
Pengelolaan   risiko   strategis   Perangkat  Daerah   dilakukan  oleh
masing-masing  Pimpinan  Perangkat Daerah  sebagai  Unit  Pemilik
Risiko Tingkat Eselon 11 bersama jajaran manajemennya, dan Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon Ill dan IV.
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3.   Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan    risiko    operasioal    Perangkat    Daerah    bertujuan
mengendalikan  risiko-risiko  prioritas  atas  tujuan  dan  sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen  perencanaan  kerja  tahunan  Perangkat  Daerah,  seperti
Peljanjian Kinelja (PK) , dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Pengelolaan  risiko  strategis  dan  operasional  tingkat  Perangkat
Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah
sebagai  Unit  Pemilik  Risiko  Tingkat  Eselon  11  bersama  jajaran
manajemennya  sebagai  Unit  Pemilik  Risiko  Tingkat  Eselon  Ill
dan IV.

8.   Penetapan kriteria penilaian risiko
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di
lingkup pemerintah  daerah  mengenai  kriteria penilalan dan  analisis
atas risiko-risiko yang telah diidentirikasi, sebagai dasar pengambilan
keputusan  mengenai  tingkat  risiko  yang  dapat  diterima  maupun
tingkat  risiko  yang  tidak  dapat  diterima  dan  memerlukan  respon
penanganan   lebih   lanjut.   Kriteria   peniaian   risiko   terdiri   dari   3
komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemunglinan Teljadinya
(Probabilitas) RIsiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1.      Skala Dampak Risiko
Kriteria  penilaian  terhadap  tingkat  konsekuensi  atau  dampak
risiko  diperlukan  untuk  menjamin  konsistensi  dalam  analisis
dampak  risiko.   Skala  dampak  risiko  dapat  diuraikan  sebagai
berikut:

Skor Kategori Dampak Uraian

5
Sangat Signifikan/SangatBesar Pengaruh terhadap pencapaian

tujuan sangat signifikan

4 Signifikan/Besar Pengaruh terhadap pencapaian
tuj uan tinggi / signifikan

3 Medium/Sedang Pengaruh terhadap pencapaian
tujuan medium/ sedang

2 Kuran8 Pengaruh terhadap pencapaian
Signifikan/Kecil tujuan rendah/kurang signifikan

1
Tidak Signifikan/ Pengaruh terhadap pencapaian

Sangat Kecil tujuan tidak signifikan
Secara n•nci uraian masing-inasing kategori dampak disajikan dalam
Fom 4.a.
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2.      Skala Kemungkinan Risiko
Kriteria penilalan terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk
menjalnin konsistensi dalam analisis kemungkinan teljadinya risiko.
Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor KategoriKemungHnan Uralan

5 Sangat signifikan/
Kemungkinan terj adinya
risiko sangat sering (lebih dari

Hampir pasti teljadi 70% atau lebih dari 7 kali
dalam  10 tahun)

4 Kemungkinan
Kemungkinan terj adinya
risiko sering (sebesar 51 -

Besar/ Sering terjadi 70% atau 4 s.d 7 kali dalam
10 tahun)

3 Kadang-Kadang/
Kemungkinan  teljadinya
risiko kadang-kadang

Mungkin Teljadi (sebesar 31% - 500/o atau 3-5
kali dalam 10 tahun)

2 Kemungkinan
Kemungkinan teri adinya
risiko rendah/ kecil (sebesar

Kecil/Jarang 11 -30% atau  1  s.d 3 kali
dalam 10 tahun)

1 Sangat Jarang
Kemun8lrinan terj adinya
risiko sangat kecil (sebesar 0
- loo/o atau  1 kali dalani 10
tahun)

3.      Skala Tingkat Risiko
Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian
skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar
pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima
(czccepfabze  risfe)  maupun  tingkat  risiko  yang  tidak  dapat  diterima
(ttnaccepfabze 7isk) . Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Shor Urainn Kriteria Untuk Penerimaan
Tinghat REiko Risiko

1-2 San8atRendah Dapat Diterima

3-8 Rendah Dapat Diterima
9-11 Sedang Dapat Diterima

12 -  18 Tinggi
Harus menjadi perhatian
manajemen dan diperlukan
pengendalian Yang baik

19 -25 Sangat Tinggi
Tidak dapat diterima,
diperlukan pengendalian yang
sangat baik
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Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan
risiko serta kriteria level risiko/ risk cippetite dalam penentuan risiko
prioritas  dan  czccepfabze  risk/  ttrLczccepfabze  risk,  dapat  diuraikan
sebagai berikut :

MATRIKS ANAI,]SIS
I)anpak/Kon8ekuensi

San8at Kecil Sedang Be8ar San8at
RIsmo Kecil Besar

I 2^*i=T*--``2S.--y`' 3 4 5

i£

San8atSerin8
5

-
I.r'--.-.-)-.- +

-                `     ---J,•--        -„i=

Sering 4

Moderat 3

Jaran8 2

SangatJaran8
I

Dalam  matriks  di  atas,  kategori  sangat  tinggi  (merah)  dan  tinggi
(orcmge)  merupakan  area  yang  yang  membutuhkan  penanganan
dengan prioritas yang sangat tinggi  (w7tczc`cepfabze risfe).  Sedangkan
kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko
yang dapat ditoleransi dan diterima (cicceptobze n.sfty .

C.     Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah
sebagai berikut:

No Waltu
TahapanManajemen Tdrpan Pelakcana Ouqut Tahapan
Pemda Pcngelolaan Risiko Pengelolaan Ri8iko

1. Proses Proses -  Arahan dan -    Komite -    Dokumen Arahan
penyusunan Penyusunan kebijakan pengelolaan dan kebijakan
RPJMD (Satu RPIJMD penilaian risiko 5 Risiko penilaian risiko 5tahun sebelum tahunan -    Sekda selaku Tahunan
RPJMD 5 tahunan -   Penyusunan Koordinator -    Daftar Risiko dan
berjalan s.d Risiko Strategis -    UPRpemda RIP Strategis
RFUMDditetapkan) Pemda (Bupati danKepalaPerangkatDaerah| Pemda

2. Proses Proses Penyusunan Risiko -     Komite Daftar Risiko dan RTP
penyusunan penyusunan Strategis (Entitas) pengelolaan Strategis          (Entitas)
Renstra Renstra Perangkat Daerah risiko Perangkat Daerah
Perangkat Perangkat -    Sekda selaku
Daerah (Satu Daerali Koordinator
tahun sebelum -    UPRTingkat Esl.
RPJMD 5 11 (KepalaPeranckat



Ho Waltu
TalapanHanajemen Jrahapan

Pelahana ouzpttt Tahapan
Pemda Pengelolann Risiho Pengelolcan RI8iko

tahunan berjalan Daerahdan
s.d RPJMD Kabag/Kabid
ditetapkan) PerangkatDaerah|

3. Januan-Mei Penyusunan Arahan dan Komite    Pengelolaan Dokumen Arahan dan
Tahun 2023-2024 RKPD         dan kebij akan penilaian Risiko kebijakan      penilaian

RenjaPerangkatDaerali risiko tahunan risiko tahunan

4. Agustus - Penyusunan Penyusunan      Risiko -    Kepala perangkat Daftar risiko dan RIP
September 2023- RRA Operasional Daerah Operasional
2024 PerangkatDaerah(Penetapanrencanasasaran&Paguanggaranperkefatanl Perangkat Daerah

-    Unit pemilikRisikoTingkatEsl.IlldanIVPerangkatDaerah Perangkat Daerch

5. Oktober       Tahun Penyusunan -   Pengomunikasian -    Kepala perangkat -    Perbalkan RIP
2023-2024 RAPED,Perda Risiko dan RIP, Daerah -     KSOP

APBD -Penyusunan atau -    Komite -    Notulen
Revisi KSOP Pengeloha pengkomunikasian

6. November Penyusunan -   Pengomunikasian Risiko -    Finalisasi Daftar
Desember Rancangan perubahan KSOP -    UPRTingkat risiko dan RTP
Taliun2023-2024 DPAPerangkatDaerah,danpenetapanDPAPerangkatDaerah Pemda, TingkatEsl.II,Ill,danIV-Sekdaselakukoordinator

7. Januari s.d Pelaksanaan Penyusunan atan -    Komite KSOP
Desember Tahun APBD penyempumaan Pengelolaan
2023 KSOP (Tindck lanjut Risiko

RTP) -    UPRTingkatPemda,TingkatEsl.IIIlldanIV

Pelaksanaan KSOP -    Kornite Bukti       Pelaksanaan
PengelolaanRisiko-KepalaperangkatDaerah-PelaksanaProgramdankegiatan KSOP

Berkala Pelaporan dan -    UPRTingkat -    Form Monitoring
(Triwulanan) monitoring risiko dan Pemda, Tingkat Risiko

KSOP Esl.II, Tingkat -    F`orm Monitoring
Esl.Ill dan IV-UnitKepatuhan-Sekdaselakukoordinator TL RIP

Pemantauan kinerja, -    Unit Kepatuhan -Notulen rapat
risiko, dan efektifitas Pengelolaan -    Laporan
KSOP yang dibangun Risiko pemantauan(tnunlanan,tahunan,5talunan)

|Juni - LJuli Tahun Penyusunan Reviu dan -    UPRpemda Daftar RIsiko dan RIP
2023 KUA PPAS pemutakhiran Risiko (Bupati dan Strategis Pemda yang

(Penetapansasaran Strategis Pemda. Kepala PerangkatDaerah) dimutakhirkan

makro danI)afu Catatan: -    Sekda selckuKoordinator



Ho Waltu
TchapanManajemenPemdr Trfupan Pehkmna Ouap%t Tahapan

Pengelola&n F± Pengelohan Rl8iho
anggaran Risiko strategis
Pemda) Pemda akan direviudandimutakhirkansetiaptahun

A8ustus - Penyusunan Reviu dan -    Bupati Daftar Risiko dan RTP
September 2023 BRA pemutakhiran Risiko -Sekda selaku Strategis (Entitas)

Perangkat Strategis (Entitas) Koordinator Perangkat Daerah
Daerah(Peneta Perangkat Daerah -    Unitperfuk
pan rencana Catatan: Risiko Tingkat
sasaran & Risiko strategis Esl.  11 (Kepala
Pa8u (entitas) Perangkat Perangkat
anggaran per Daerah akan direviu Daerah)
ke8iatan) dan dimutakhirkansetiaptahun

8. Januari  - Pelaporan Pelaporan -    Bupati Laporan Pengelolaan
Februari Tahun Keuangan Pengelolaan Risiko -    Kepala perangkat Risiko Tahun 202X
2023+1 Tahun 202X Daerah-UPRTingkatPemda,Tin8katEsl.II,TingkatEsl.IlldanIV-UnitKepatuhan-Sekdaselakukoordinator

9. F`ebmari - Maret Reviu APIP Evaluasi pengelolaan -    Inspektorat Laporan Evaluasi
Tahun 2023+ 1 risiko oleh APIP Pengelolaan Risiko

Penilalan Maturitas -    Bupati haporan Penilaian
SPIP -    Kepala perangkatDaerah-Inspektorat Maturitas SPIP
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Ill.   PENGEL0IAAN RISIKO PEMERINTAII KABUPATEN MIMIKA
A.  Strultur Pengelolaan RIsilro.

Struktur  pengelolaan  risiko  Pemerintah  Kabupaten  Mimika  adalah
sebagai berikut:

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:
a    Bupati  sebagai  penanggung  jawab  pengelolaan  risiko  berwenang

menetapkan  arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
Bupati   juga   bertanggung   jawab   terhadap   keseluruhan   proses
penilaian risiko pada pemerintah daerah.

b    Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan
risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu;
1.   Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
2.   Membuat   dan   mengarsipkan   dokumen-dokumen   pengelolaan

risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3.   Memfasilitasi proses penilaian risiko;
4.   Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

a    Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
1.   Melaksanakan  kegiatan  penilaian  risiko  (risk  czssessme7Lt)  atas

risiko   tingkat   strategis   dan/atau   tingkat   operasional,   serta
melaksanakan  pengendalian  yang  ada  di  unit  kelja  masing-
masing.

2.   Melaporkan  peristiwa  risiko  yang  terjadi  dalam   pelaksanaan
kegiatan.
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3.   Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja
dan peristiwa risiko yanig ten.adi  di masa lalu dalam unit kerja
masing-masing,  sebagai indikator peringatan dini  (ecz7~7y zuam{7.ig
jrLczieacon  dan  sebagai  czcitcibclse untuk memprediksi  keterjadian
risiko di nasa yang akan datang.

4.   Menyusun    hasil    penilaian    risiko    (7isk   assessmerL0    untuk
dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.

5.   Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang
pelaksanaan pengendalian risiko.

6.   Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan
pengendalian.
Unit  pemilik risiko  dibagi  berdasarkan  tingkat organisasi yaitu
sebagai berikut:
1)    Unit  pemilik  risiko  tingkat  pemerintah  daerah  strukturnya

terdiri dari:
Ketua
Ko ordinator Teknis
Merangkap Anggota

An88Ota

Bupati
Kepala Perangkat Daerah Yang
menangani urusan bidang
Perencanaan daerah
Seluruh Kepala Perangkat
Daerah

2)    Unit   pemilik   risikotingkat  unit   Eselon   11   strukturnya
terdiri dari:
Ketua                               : Masing-masing Kepala

Perangkat Daerah
Koordinator Teknis      : Masing-masing sekretaris
Merangkap Anggota       Perangkat Daerah/Kepala

Bagian yang menangani

An88Ota
perencanaan Perangkat Daerah

: Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Irban pada Perangkat Daerah

3)    Unit   pemilik   risiko   tingkat   unit   Eselon   Ill   dan   IV
strukturnya terdiri dari:
Ketua

Koordinator Teknis
Merangkap Anggota

An88Ota

: Masing-masing Kepala Bagian/
Bidang/ Irban pada Perangkat
Daerah

Kepala Sub Bagian yang
menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah

: Masing-Masing Kepala Sub
Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada
Perangkat Daerah

d    Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
1.   Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
2.   Melakukan  pembinaan  terhadap  pengelolaan  risiko  pemerintah

daerah  yang   meliputi   sosialisasi,   bimbingan,   supervisi,   dan
pelatihan  pengelolaan  risiko  di  lingkungan  pemerintah  daerah
Kabupaten Mimika;

3.   Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan
pengelolaan    risiko    yang    disampaikan    kepada    Bupati    cq.
Sekretaris Daerah;
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4.   Menjadi  fasilitator yang bertugas  memandu  pemerintah daerah
dalam  melaksanakan  langkah  demi  langkah  proses  penilaian
risiko.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat
membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

a    Asisten    Sekretaris    Daerah    sebagai    Unit    Kepatuhan    bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko
tingkat  pemerintah   daerah   dan  perangkat  daerah  yang  berada
dibawah koordinasinya, antara lain:
1.   Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2.   Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3.   Memantau  tindak  lanjut  hasil  reviu  atau  evaluasi  pengelolaan

risiko;
4.   Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan

pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris
Daerah.

I     Inspektur   sebagai   penanggung   jawab   pengawasan   berwenang
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan
risiko pemerintah daerah, yaitu:
1.   Memberikan  layanan  konsultasi  penerapan  pengelolaan  risiko

pada pemerintah daerah;
2.   Memberikan   peringatan   dini   dan   meningkatkan   efektivitas

pengelolaan   risiko   dalam   penyelenggaraan   tugas   dan   fungsi
lnstansi Pemerintah ;

3.   Melaksanakan  kegiatan  reviu  dan  evaluasi  terhadap  rancang
bangun     serta     implementasi     pengelolaan     risiko     secara
keseluruhan.

8.  Proses Pengelolaan Rislko
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap  pegawai  daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Mimika dengan tahapan sebagal berikut:
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Tahapan  proses  pengelolaan  risiko  pemerintah  daerah,  terinci
sebagai berikut:
1.   Identiflhasi kelemahan linglmngan pengendalinn:

a.  Perslapan penilaian kelemahan lingkimgan pengendallan,
dapat dilafuhan dengan langl=ah-langkah berihit:
1)    Persiapan Data;

Data    yang    digunakan    untuk    menilai    lingkungan
pengendalian  urusan  wajib/pilihan  pemerintah  daerali
dapat berupa:
a)Laporan  hasil  audit  pada  pemerintah  misalnya  audit

operasional,   audit  kinerja,   dan   audit  lainnya  atas
urusarl wajib/ pilihan terkait;

b)   Hasil  reviu/evaluasi  atas  penyelenggaraan  urusan
wajib/ pilihan oleh Inspektorat;

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan pemerintah daerah;

d)   Berita   terkait   pelaksanaan   urusan   wajib/pilihan
pemerintah  daerah  dari  berbagai  sumber  misalnya
media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-
sumber lain yang relevan dan valid.

2)   Penyusunan    lembar    kuesioner    survei    lingkungan
pengendalian   dan   Kertas   Kelja   Tabulasi   Kuesioner,
sebagaimana disajikan sesuai dengan Form 1.a.

b.  Penilaian awal at&s kelemahan linglmngan pengendalian
melalui reviu dolmmen, dapat dilafu]=an dengan langkah-
langhah berifut:
Penilaian  kelemahan  lingkungan  pengendalian  pemerintah
daerah    dimaksudkan    untuk    mendapatkan    gambaran
permasalahan -permasalahan            dalam            lingkungan
pengendalian.    Penilaian    kelemahan    dilakukan    dengan
menggunakan    data   yang   dikumpulkan    pada   langkah
persiapan  penilaian.   Data  yang  dapat  digunakan  untuk
menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern
pada pemerintah daerah secara umum yaitu:
1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
2) Berita pada media massa.
Dari    data    tersebut,    selanjutnya,    disimpulkan    kondisi
kelemahan  lingkungan  pengendalian  intern  di  pemerintah
daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan Forr7i 1.b.

c.  Survei    terhadap    linglningan    pengendalian    melalui
Controz Enutrontmeut EZAazztatzon /CEE/, dapat dflafuhan
dengan langlrah-langkah berikut:
Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi
pegawai   terhadap   gambaran   atas   kondisi   Lingkungan
Pengendalian   urusan   wajib/pilihan   pemerintah   daerah.
Survei    tersebut    dapat    menggunakan    metode     CorLtroJ
ErizrironmerLt Ez;azztcitzo7t (CEE), yaitu suatu penilalan mandiri
atas   pengendalian/Coritroz   Sez/  Assessment   (CSA)   yang
diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.
Jika   dari   hasil   survei   terdapat   informasi   yang   perlu
diperdalam    atau    diklarifikasi    maka    dapat    dilarfukan
klaririkasi    kepada    beberapa    responden    terpilih    yang
memahani urusan wajib/ pilihan yang dilakukan penilaian.
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Simpulan     kondisi     Lingkungan     Pengendalian     intern
pemerintah  daerah  menurut  metode  CEE  yaltu  memadai
atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam
Fom 1.a.
Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib
pelayanan  dasar  bidang  kesehatan  ditemukan  kelemahan
Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan
Penerapan  Kebijakan yang  Sehat  tentang Pembinaan  SDM
yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM
belum dilakukan dengan baik.

d.  Simpulan     Hasil     Penilaian     kelemahan     linglnlngan
pengendalian,  dapat dilafuhan dengan langlEah-langlEah
berlrfut:
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
selanjutnya disimpulkan  kondisi Lingkungan  Pengendalian
pada   pemerintah   daerah,   sebagaimana   disajikan   sesual
dengan Form 1.c.
Dapat    juga    dilakukan    wawancara/konfirma.si    apabila
diperlukan,  untuk  mengklarifikasi  informasi  yang  kurang
jelas/memerlukan   pendalaman   dalam   rangka  penarikan
kesimpulan.
Sehagai   contoh,   simpulan   hasil   penilaian   Lingkungan
Pengendalian adalah sebagai berikut:
1 ) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak teljadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena
tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi
a)   Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi

dan pengalaman.
b)   Kualifikasi   dan    kompetensi    dokter    serta   tenaga

kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif
dy    Pimpinan  belum  menetapkan  kebijakan  pengelolaan

risiko  yang  memberikan  kejelasan  arah  pengelolaan
risiko.

P    Rencana   strategis   dan   rencana   kelja   pemerintah
daerah belum menyajikan informasi mengenal risiko.

c)    Pelayanan  pasien  BPJS  belum  optimal  dan  terdapat
regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana
mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
dy    Pemda belum mengintemalisasi budaya sadar risiko.
t}    Belum     terdapat     pemberian      retucird     dan/atau

punishment atas pengelolaan risiko
c)    Evaluasi   kinerja   pegawai   belum   dipertimbangkan

dalam perhitungan penghasilan.
d)    Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
a    Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan

dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
S     Pemenuhan    tenaga    kesehatan    di    RSUD    belum

memperhatikan  tingkat  kebutuhan  dalam  pemberian
pelayanan kesehatan.
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5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat    belum    melakukan    audit    kinelja    yang
dihubun8kan dengan tujuan strategis pemerintah daerah
yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Audit
kinelja yang dilakukan masih sebatas audit kinelja pada
Dinas Kesehatan.

Mengingat   pentingnya   kondisi   Lingkungan   Pengendalian
yang   baik,   Bupati   bersama   Kepala   Perangkat   Daerah
melakukan  pembahasan  kondisi Lingkungan Pengendalian
Pemerintah     Daerah.     Simpulan     akhir     atas     kondisi
Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah alcan menjadi
dasar    bagi     penyusunan    rencana    tindak    perbaikan
Lingkungan Pengendalian.

2.   Penilalan Risiko
a. Penetapan Konteks/Tiijuan

1)   Menetapkan    konteks/tujuan    dan    pemilihan    tujuan
urusan   wajib/pilihan   yang   akan   dilakukan   penilaian
risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
Tahap   pertama   pelaksanaan   penilaian   risiko   adalah
menetapkan   "konteks/tujuan".   Dalam   tahap   ini   akan
ditetapkan     tujuan-tujuan     pada     tingkat     strategis
Pemerintah  Daerah,  tingkat  strategis  (entitas)  Perangkat
Daerah,  dan  tingkat operasional Perangkat Daerah yang
selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya.  Dengan
memahami   tujuan   yang   hendak   dicapai   pada   tiap
tingkatan,  risiko  pada  setiap  tingkatan  tersebut  dapat
diidentifikasi  dan  dianalisis.  Keterkaitan  antara  tujuan
pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat
penilaian risiko.
Tujuan   dari   tahap   penetapan   konteks/tujuan   adalah
untuk    memperoleh    informasi    tujuan/sasaran    dan
indikator kinerja organisasi yang akan dicapai.  Keluaran
yang  diharapkan  pada  tahap  ini  adalah  adanya  daftar
tujuan/sasaran,  indikator  kinerja pada  tingkat  strategis
Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat
Kegiatan  yang  sudah  didiskusikan  dan  disepakati  oleh
Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.
Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian
risiko  didasarkan  kepada  pertimbangan  bahwa  tujuan
tersebut   merupakan   tujuan   yang   paling   utama   dan
dirasakan  masih  memiliki  banyak  permasalahan  dalam
pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera
ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan
yang  mendukung  pencapaian  target  program  prioritas
nasional yang tercantum dalam RPJMN.
Pemilihan terhadap suatu tujuan/ sasaran tertentu bukan
berarti  bahwa  tujuan-tujuan  lainnya  tidak  perlu/tidak
akan dinilal risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko
dan pengendalian atas tujuan lairmya dapat dijadwalkan
sesual kebutuhan.
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Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-trap tingkat
dijelaskan sebagai berikut:
a)      Penetapan   Konteks/Tujuan    Strategis   Pemerintah

Daerah,  sebagainana disajikan sesuai dengan Form
2.a.
Penetapan    konteks/tujuan    strategis    pemerintah
daerah   pada   dasamya  dilakukan   untuk   seluruh
tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun
demikian,    dalam    penetapan    konteks    strategis,
pemerintah  daerah  dapat  memilih  beberapa  tujuan
dengan  mempertimbangkan  tujuan  prioritas  sesual
dengan  visi   dan   nisi   Bupati   atau   pertimbangan
objektif  lainnya.   Penetapan   tujuan  yang   menjadi
prioritas     dapat     dilakukan     melalui     FGD     dan
selanjutnya dituan8kan dalam "Dokumen Arahan dan
Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Peserta FGD
antara lain:

-    Bupati
-    Kepala perangkat Daerah
+    Fasilitator    (dapat   berasal    dari   Tim   BPKP,

Komite  Pengelolaan  Risiko,  Inspektorat,  atau
pihak lain yang berkompeten).

Langkah      penetapan      konteks/tujuan      strategis
pemerintah daerah adalah sebagal berikut:
1)   Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data

lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian
tugas dan jabatan, dsb;

2)   Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinelja
Utarna terkait tujuan strategis yang diidentifikasi
sebagaimana tercantum dalam RPJMD;

3)   Identifikasi data atau informasi lain yang relevan
misal   prioritas    pembangunan    atau   program
unggulan   terkait   dengan   tujuan/sasaran   dari
urusan  wajib/pilihan  yang  dipilih  berdasarkan
RPJMD;

4)   Menetapkan      sasaran      dan      IKU      strateris
pemerintah     daerah     yang     akan     dilakukan
penilaian  risiko.  Sasaran  yang  akan  dflakukan
penilalan   risiko   bisa   seluruh   atau   sebagian
sasaran sesuai kebutuhan;

5)   Tuangkan hasil identifikasi dalam For'm 2.a.

P      Penetapan     Konteks/Tujuan      Strategis      (Entitas)
Perangkat   Daerah,   sebagaimana   disajikan   sesuai
dengan Fom 2.b.
Penetapan      tujuan/konteks      strategis      (entitas)
Perangkat   Daerah   dilakukan   oleh   masing-masing
Perangkat  Daerah  sesuai  urusan  yang  diampunya,
sebagaimana disajikan dalam Form 2 .b.
Langkah     penetapan     konteks/tujuan      strategis
(entitas)   Perangkat   Daerah   untuk   setiap   urusan
adalah sebagai berikut:
1 )   Mendapatkan dan mempelajari Renstra perangkat

Daerah, serta data terkait lainnya;
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2)   Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinelja
Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan
waj ib / pilihan        yang        diidentifikasi        yang
mendukung  pencapaian  tujuan  strategis  yang
telah     ditetapkan     pada     penetapan     konteks
strategis Pemda;

3)   Menetapkan  sasaran  dan  IKU  Strategis  (entitas)
Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian
risiko.  Sasaran  yang  akan  dilakukan  penilaian
risiho bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai
kebutuhan;

4)   Tuangkan hasil identifikasi dalam For.in 2.b.

c)      Penetapan  Konteks/Tujuan  Operasional  Perangkat
Daerah,  sebagaimana disajikan  sesuai dengan  Fo77.n
2.c.
Penetapan   tujuan/konteks   operasional   Perangkat
Daerah   dilakukan   oleh   masing-masing   Perangkat
Daerah   terkait   sesuai   urusan   yang   diampunya,
sebagaimana  disajikan  dalam  Form  2.c.  Penetapan
tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam
rangka    mendukung    tujuan    strategis    Perangkat
Daerah.
Langkah    penetapan    konteks/tujuan    operasional
Perangkat   Daerah   untuk   setiap   urusan   adalah
sebagai berikut:
1)   Mendapatkan  dan  mempelajari  Renja  dan  RKA

Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
2)   Identifiiikasi     kegiatan     utama     dan     indika.tor

keluaran     terkait     dengan     tujuan     strategis
Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;

3)   Menetapkan    kegiatan    utama    dan    indikator
keluaran  yang  akan  dilakukan  penilaian  risiko.
Kegiatan  utama yang  akan  dilakukan  penilaian
risiko  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  seluruh
kegiatan   utama.   Namun   demikian,   Perangkat
D aerah            dapat            memilih            sebagian
program/kegiatan/sasaran   sesuai   dengan   visi
dan   nisi   Bupati   atau   pertimbangan   objektif
lainnya;

4)   Tuangkan hasil identifikasi dalam Fo77n 2.c.

2)   Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
a)   Menetapkan     kriteria     dan     skala     dampak     dan

kemungkinan risiko.
Penetapan   skala  darnpak  dan  kemungkinan  risiko
dilakukan  sesuai  dengan  Angka  Romawi  11  Huruf  8
Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati lni.

b)   Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Penetapan   skala   tingkat   risiko   dilakukan   sesuai
dengan  Angka   Romawi   11   Huruf  a  Angka  3   pada
lampiran Peraturan Bupati Ini.
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b. Identlflkasi Rlsiko
Dalam   tahapan   ini,   berbagai   risiko   yang   mengancam
pencapaian  tujuan  diidentifikasi  sesuai  dengan  tahapan
prosesnya.  Risiko  yang  diidentifikasi  merupakan  kejadian
yang    mengancam    pencapalan    tujuan.     Risiko    dapat
diidentifikasi  melalui  peristiwa  yang  sudah  pemah  terjadi
atau  peristiwa yang diperkirakan  akan terjadi.  Pada tahap
identifikasi     risiko,      selain     pemyataan     risiko,     juga
disalnpaikan atribut risiko  antara lain kode risiko,  pemilik
risiko, penyebab risiko,  sumber risiko,  sifat penyebab risiko
apakah  dapat  dikendalikan  (corLtrozzczbze)  atau  tidak  dapat
dikendalikan   (ttrLcontrozfaz)Ze)   oleh  pemilik  risiko,   dampak
risiko, serta penerima dampak risiko.
Kode    risiko    yang    digunakan    dalam    menggambarkan
keberadaan  risiko  tersebut antara lain  tahun pelaksanaan
penilaian  risiko,  jenis  urusan,   entitas/perangkat  daerah
yang  menilai,  dan  nomor  urut  risiko  di  entitas/perangkat
daerah. Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/BOO

RSP          :   Kode    Jenis    Risiko    untuk    Risiko    Strategis
Pemda.

RSO         :   Kode    Jenis    Risiko    untuk    Risiko    Strategis
Perangkat Daerah.

ROO         :   Kode   Jenis   Risiko   untuk   Risiko   Operasional
Perangkat Daerah

2X            :   Tahun    Pelaksanaan    penilaian    risiko     (dua
digit terakhir dari tahun pelaksanaan).

OY             :   Kode     Urusan    wajib/pilihan     (untuk    risiko
strategis   Perangkat   Daerah   dan   Operasional
Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk
risiko strategis Pemda)

OZ

01

:   Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) Atau
kode perangkat D aerah       (untuk               risiko
strategis   Perangkat   Daerah   dan   Operasional
Perangkat Daerah.

:   Nomor urut risiko.

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai
berikut:
1)     Mengenali    proses    dan    tahapan    penyelenggaraan

pemerintahan / program / kegiatan / urusan;
2)     Identifikasi  kejadian  risiko  selain  mendasarkan  pada

permasalahan   yang    pernah    teljadi    dalam    setiap
tahapan,  juga  mendasarkan   kepada   kejadian  yang
mungkin teljadi dan menghambat pencapalan tujuan.

Identifikasi  risiko  urusan  wajib/pilihan  dapat  dilakukan
melalui   F`GD,   untuk   itu   pemilihan   peserta   FGD   agar
mempertimbangkan     kapasitas    masing-masing    peserta.
Peserta    FGD    untuk    penilaian    risiko    tingkat    strategis
pemerintah  daerah  adalah  Bupati  dan  Kepala  Perangkat
Daerah,   peserta   FGD   untuk   penilalan   risiko   strategis
(entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
dan Kabag/ Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD
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tingkat    operasional    Perangkat    Daerah    adalah    Kepala
Perangkat  Daerah  Kabag/Kabid/Irban  Perangkat  Daerah
serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi.  Selaln itu,  FGD  sebaiknya
melibatkan  fasilitator  dan  pegawai  yang  bertugas  untuk
mencatat proses pelaksanaan FGD.

a)     Risiko strategis pemerintah Daerah
ldentifikasi     risiko     strategis     pemerintah     daerah
dilakukan     untuk     mengidentifikasi     kemungkinan
kejadian  yang  dapat  mengancam  pencapaian  tujuan
strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis
pemerintah daerah disajikan sesuai dengan Fo7.7n 3.a.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penyusunan
risiko strategis pemerintah daerah:
1)   Risiko      strategis      pemerintah      daerah      dapat

merupckan   risiko   yang   disebabkan   kelemahan
pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati
(misal: peraturan/monitoring dan lain-lain) ;

2)   Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan
tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan
oleh Bupati;

3)   Risiko  strategis  pemerintah  daerah  dapat  berupa
potensi kondisi yang memerlukan  pengendalian  di
tingkat            pemerintah            daerah           untuk
memastikan / membantu        pencapaian        tuj uan
strategis  Perangkat  Daerah  terkalt,   misal  dalam
bentuk peraturan/ keputusan/ Surat Edaran Bupati
atau pemantauan oleh Bupati;

4)   Risiko  strategis  pemerintah  daerah  dapat  berupa
faktor-fcktor  di  luar  pencapaian  tujuan  strategis
Perangkat     Daerah     yang     dapat     mengganggu
pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;

5)   Perlu  melibatkan  Perangkat  Daerah  yang  terkait
dengan    tujuan    strategis    yang    dipilih,    untuk
menjaring     permasalahan     pencapaian     tujuan
strategis/operasional     Perangkat     Daerah     yang
memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati;

6)   Risiko  strategis  pemerintah  daerah  dapat  berupa
risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang
penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian
oleh Bupati;

7)   Risiko           strategis           pemerintah           daerah
disetujui/divalidasi Bupati.

b)      Risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah
ldentifikasi  risiko  strategis  (entitas)  Perangkat  Daerah
dilakukan untuk mengidentirikasi kejadian yang dapat
mengancam    pencapaian    tujuan    strategis    (entitas)
Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis
pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan
konteks/tujuan       strategis       pemerintah       daerah.
Identifikasi  risiko  strategis  (entitas)  Perangkat  Daerah
disa].ikan sesuai dengan Form 3.b.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  penyusunan
risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:
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1)   Risiko   strategis  Perangkat  Daerah  dapat  berupa
risiko  yang  disebabkan  kelemahan  pengendalian
yang  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Perangkat
Daerah  (kebijakan  Kepala  Perangkat  Daerah/SOP
Perangkat   Daerah,   monitoring   Kepala   Perarigkat
Daerah     dan     sebagainya.).     Pengendalian    yang
nantinya   dirancang  merupakan   tanggung  jawab
yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;

2)   Risiko   strategis   Perangkat  Daerah  dapat  berupa
potensi kondisi yang memerlukan  pengendalian  di
tingkat    Perangkat    Daerah     (Kebijakan     kepala
Perangkat     Daerah     /SOP     Perangkat     Daerah,
monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain)
untuk  memastikan/membantu  pencapalan  tujuan
strategis Perangkat Daerah terkait;

3)   Risiko   strategis  Perangkat  Daerah  dapat  berupa
fcktor-fcktor diluar pencapaian  tujuan operasional
Perangkat     Daerah     yang     dapat     mengganggu
pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;

4)   Perlu   melibatkan   pegawai   yang   terkait   dengan
tujuan   strategis   Perangkat   Daerah   yang   dipilih
untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan
strategis/operasional     Perangkat     Daerah     yang
memerlukan   penanganan/tindakan   oleh   kepala
Perangkat Daerah;

5)   Risiko   strategis   Perangkat  Daerah   dapat  berupa
risiko   yang   menurut   kepala   Perangkat   Daerah
merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan
lan8kah    pengendalian    oleh    kepala    Perangkat
Daerah;

6)   Risiko            strategis            Perangkat            Daerah
disetujui/ divalidasi kepala Peran8kat Daerah.

c)      Risiko operasional
Identifikasi     risiko     operasional     dilakukan     untuk
mengidentifikasi   kemungkinan   kejadian  yang   dapat
mengancam   pencapaian   tujuan   kegiatan   Perangkat
Daerah.  Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai
dengan Form 3.c.

c. Anallsis RIsilo
1)  Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah  Risiko  urusan  wajib/pilihan  teridentifikasi  dan
disepakati, 1angkah berikutnya adalah melakukan analisis
risiko    urusan    wajib/pilihan.    Analisis    dampak    dan
kemungkinan   risiko    dapat   dilakukan   melalui   FGD.
Berdasarkan   risiko   yang   telah   diidentifikasi,   masing-
masing peserta F`GD diminta memberikan skor terhadap
dampak  dan  kemungkinan  sesuai  dengan  skala  yang
tertuang pada Angka Romawi 11  Huruf 8 Angka  1  dan  2
pada   lampiran   Peraturan   Bupati   ini,    dengan   cara
menuliskan diselembar kertas.  Selanjutnya nilai dampak
dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan
dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan
rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.
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Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan
sesual dengan Form 4.

2)   Memvalidasi risiko
Hasil  analisis  risiko  tingkat  strategis  pemerintah  daerah
selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati,  sedangkan
tingkat     strategis     (entitas)     Perangkat     Daerah     dan
operasional  Perangkat  Daerah  dikomunikasikan  kepada
Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan
risiko  mana  yang  akan  diprioritaskan  untuk  ditangani.
Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani,
pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian
untuk   menurunkan   kemungkinan   munculnya   risiko
(preventif) , menurunkan dampak dari risiko yang muncul
(mitigatif),  atau  keduanya.  Hasil  validasi  risiko  tersebut
dituangkan  dalam  Daftar  risiko  prioritas  sebagaimana
disajikan sesuai dengan Form 5.

3)  Melakukan  evaluasi  pengendalian  yang  ada  dan  yang
dibutuhkan
Penilaian   terhadap   pengendalian  yang  ada   mencakup
penilaian  kebijakan  dan  prosedur yang dimiliki  instansi
pemerintah     dalam    ran8ha    mengelola    risiko    yang
diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut
selanj utnya       dinilai       efektifitasnya.        Pengendalian
dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
a)   Kebijakan     dan     Prosedur     pengendalian     sudah

dilakukan,  namun  belum  mampu  menangani  risiko
yang teridentifikasi;

b)   Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
c)    Kebijakan  belum  diikuti dengan prosedur baku yang

jelas;
d)   Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan

peraturan diatasnya.

4)   Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
RTP  merupakan  kebijakan/prosedur  yang  akan  dibuat
untuk  membangun  pengendalian yang diperlukan  guna
mengatasi  kelemahan  lingkungan   pengendalian  intern
dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.
Langkah   kelja   penyusunan   RTP   antara   lain   sebagai
berikut:
a)  Merumuskan  tindakan  untuk  mengatasi  kelemahan

lingkungan pengendalian
Berdasarkan   kelemahan   lingkungan   pengendalian
yang   telah   teridentifikasi,   dibuat   RTP   lingkungan
pengendalian  sebagaimana  disajikan  sesuai  dengan
Fom 6 .

b)  Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi risiko
RTP  atas   risiko   dimaksudkan   untuk  menentukan
pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko.
Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun
perlu   memperhatikan   respon   risiko.   Respon   risiko
membantu    pemilik    risiko    dalam    memfokuskan
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kegiatan    pengendalian    yang     diperlukan     untuk
memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan
dengan  tepat.   Respon   risiko   terdiri  dari   beberapa
pilihan, yaitu:
1)   Menghindari Risiko (Auozd)

Menghindari  risiko  dilakukan  dengan  cara  tidak
memulai  atau   tidak  melanjutkan  kegiatan  yang
dapat   meningkatkan   risiko.   Penghindaran   risiko
dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi
bersifat menolak risiko.  Penghindaran risiko secara
tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi
risiko    lainnya    atau    mengakibatkan    hilangnya
peluang memeroleh manfaat.

2)  Mengubah /  Mengurangi Kemungkinan Munculnya
Risiko (Abate)
Respon   ini   dilakukan   dengan   cara   mengubah
kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan
terjadinya   hasil   yang   negatif   dapat   berkurang.
Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan
toreLJenfrori).

3)  Mengubah/Mengurangi           Konsekuensi/Dampak
Risiko (Mjtigczte)
Respon   ini   dilakukan   dengan   cara   mengubah/
mengurangi     konsekuensi/dampak     risiko     agar
kerugian menjadi berkurang.  Istilah lain yang juga
digunakan adalah penanggulangan.
Abate  dan  mitigate  terkadang  disebut  dalam  satu
istilah, yaitu mengurangi risiko (redztce).

4)  Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko
Respon     ini     melibatkan     pihak     lain     dalam
menanggung atau berbagi  sebagian  risiko.  Contoh
mekanismenya    antara    lain    meliputi    kontrak-
kontrak,  asuransi,  dan  struktur organisasi  seperii
kemitraan untuk menyebarkan tanggung).awab dan
kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan
instansi    lain,    umumnya    akan    terdapat    biaya
finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi
asuransi.   Jika   risiko   dibagi,   baik   keseluruhan
maupun    sebagian,    maka    pemilik    risiko    yang
mentransfer   risiko   mendapat   risiko   baru,   yaitu
instansi lain yang memeroleh transfer risiko tersebut
tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5)  Menerima        atau        Mempertahankan        Risiko
(Accepi/Retain)
Setelah risiko  diubah  atau dibagi,  maka akan  ada
risiko   tersisa   yang   dipertahankan.   Pada   kasus
ekstrem,  dapat  teriadi  suatu  pemilik  risiko  tidak
memiliki   pilihan   respon   yang  lebih   baik,   selaln
menerima risiko tersebut.
RIP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis
pemerintah   daerah,   strategis   (entitas)   Perangkat
Daerah,      dan      operasional.      Rencana     Tindak
Pengendalian  tersebut  meliputi  pengendalian yang
dibangun   untuk   mengatasi   risiko,   penanggung
jawab, dan target waktu penyelesaian.
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Selengkapnya,   kegiatan  pengendalian  atas  risiko
prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai
dengan Form 7.

c)  Menyelaraskan rencana tindak pengendalian
Dokumen  RTP  akhir yang  disusun  berasal  dari  dua
Rencana Tindak  Pengendalian,  yaitu  rencana  tindak
perbaikan   lingkungan   pengendalian   dan   rencana
tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagalmana
yang  tersaji  dalam  Form  6  dan  Fo77n  7).  Terdapat
kemungkinan   bahwa   adanya   kebutuhan   terhadap
pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua
RTP  tersebut.  01eh  sebab  itu,  pada  tahap  ini  perlu
memperhatikan       kemungkinan       tersebut       dan
menyelaraskan    kedua   rencana   tindak   perbaikan
pengendalian  tersebut,  sehingga  dapat  menghindari
duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d)  Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas
RIP
Rancangan   informasi   dan   komunikasi   merupakan
rancangan      informasi      dan      komunikasi      yang
dibutuhkan   agar   pihak-pihak  yang   terlibat   dalarn
pengendalian        mengetahui        keberadaan        dan
menjalankan  pengendalian  sesuai  yang  diinginkan.
Selengkapnya,          rancangan          pengomunikasian
pengendalian  yang  dibangun  sebagaimana  disajikan
sesuai dengan Fom 8.

e)   Menyusun  rancangan  monitoring  dan  evaluasi  risiko
dan RTP
Rencana     Tindak     Pengendalian     perlu     memuat
mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk
memastikan       bahwa      risiko       dapat       dipantau
keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang
dilaksanakan   dan   beljalan   efektif.    Selengkapnya,
rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana
disajikan sesuai dengan Form 9.

3.   Kegiatan pengendalian
Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan
dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang
ada,    langkah    selanjutnya   yang    perlu    dilakukan    adalah
menerapkan    Rencana   Tindak    Pengendalian.    Implementasi
Rencana   Tindak   Pengendalian   meliputi   beberapa   kegiatan
sebagai berikut:
a.    Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau

penyempumaan  kebijakan  dan  prosedur  sebagai  tindak
lanjut dari RTP
Kegiatan  pengendalian  dibangun  dalam  rangka  mengatasi
risiko.  Infrastruktur  pengendalian  yang  dibangun  berupa
kebijakan   dan   prosedur  pengendalian.   Irmgkah-langkah
yang     perlu     dilakukan     dalam     rangka     membangun
infrastruktur pengendalian meliputi :
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1)   Mengumpulkan  data-data  berupa  RTP  final,  peraturan
perundang-undangan,    kebijakan    pengendalian,    dan
prosedur  operasi  baku  yang  ada  yang  terkait  dengan
infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;

2)   Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang
sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki,
dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur
pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam
dokumen perencanaan apabila diperlukan;

3)   Membuat      atau      menyempumakan      infrastruktur
pengendalian;

4)   Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
5)   Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian

berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
6)   Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.

b.    Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap   semua  infrastruktur   pengendalian  yang  telah
dibuat, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan
dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang
harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan
pihak terkait lainnya.

4.   Informasi dan Komuni]ra8i
Pemerintah    daerah    harus    memastikan    telah    terdapat

komunikasi  internal  dan  eksternal  yang  efektif dalam  setiap
tahapan    pengelolaan    risiko,    sejak    penilaian    kelemahan
lingkungan    pengendalian,     proses     penilaian    risiko,     dan
pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan  pengendalian,   setelah
pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang
akan    diterapkan    dalam    rangka    mengatasi    kekurangan
pengendalian      yang      ada,      pemerintah      daerah      perlu
mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-
pihak   terkait   misalnya   Kepala   Perangkat   Daerah,   Bagian
Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan
bahwa informasi pengendalian telah disampaikari dan dipahami
oleh  semua  pihak  terkait  misalnya  Kepala  Perangkat  Daerah,
pelaksana kegiatan,  masyarakat,  Inspektorat,  dan  sebagalnya,
sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam
dokumen RTP.
Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:
a.     Surat    Edaran    dari    Bupati    kepada   unit    kerja   atas

pemberlakuan kebij akan ;
b.     Kebijakan di-up!oczd dalam situs resmi pemerintah daerah

(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak
yang berkepentingan ;

c.      Sosialisasi/ zuorfeshop/ diseminasi         yang         dibuktikan
misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan,
daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan    pelaksanaan    pengomunikasian    menggunakan
rancangan  pengomunikasian  yang  sudah  dibuat  pada  tahap
penyusunan    rancangari    lnformasi    dan    Komunikasi    RTP
(sebagaimana    yang     tersaji     dalam     For7}.I    8).     Koordinasi
pengomunikasian  dan  pencatatan  realisasi  pengomunikasian
dilakukan  oleh  Unit  Pemilik  Risiko  Pemerintah  Daerah  untuk
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pengomunikasian  terkait  RIP  atas  risiko  strategis  pemerintah
daerah,  dan  oleh  Unit  Pemilik  Risiko  Tingkat  Eselon  11  untuk
pengomunikasian RTP atas  risiko  strategis  (entitas)  Perangkat
Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5.   Pemantaunn
a.    Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara beljenjang
mulai   dari   Bupati,    Kepala   Perangkat   Daerah,    Kepala
Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon
Ill),  Kepala  Seksi/Kepala  Sub  Bagian/Kepala  Sub  Bidang
(Pe].abat   Eselon   IV)   sesuai   dengan   ruang   lingkup   dan
kewenangannya.    Pelaksanaan    pemantauan    pengelolaan
risiko  pemerintah  daerah  oleh  Bupati  dapat  didelegasikan
kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik
risiko.
Pemantauan  dilakukan untuk memastikan  setiap tahapan
pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses
penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian,  sesuai
Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan
menetapkan   mekanisme   pemantauan   atas   pelaksanaan
pengendalian sesual infrastruktur pengendalian yang telah
dibuat.  Pemantauan  atas kegiatan  pengendalian bertujuan
untuk    memastikan    bahwa    pengendalian    yang    telah
dirancang,  telah  dilaksanakan  dan  beljalan  secara  efektif.
Pencatatan     pemantauan     dapat     menggunakan     Fo7'7r'L
sebagaimana    tersaji    dalam    Form   9    yang   telah    diisi
realisasinya.

b.    Pemantauan kejadian risiko.
Selain  itu,   dalam  rangha  pendokumentasian  keterjadian
risiko  yang  telah  teridentifikasi,  maka  pemerintah  daerah
perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk
eL;e7if)  dan  dampak  yang  terjadi,   serta  pelaksanaan  RTP
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko
dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.
Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah
Daerah  untuk  pengomunikasian  terkait  Risiko   Strategis
Pemerintah  Daerah,  dan  oleh  Unit  Pemilik  Risiko  Tingkat
Eselon 11, Ill dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas)
Perangkat   Daerah   dan   Operasional   Perangkat   Daerah,
dengan     cara     menuliskan     realisasi     kejadian     risiko
sebagaimana disajikan sesuai dengan Form 10.
Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam
setiap   tingkatan,   pemantauan   dalam   bentuk   evaluasi
terpisah    dapat    dilaksanakan    oleh    Inspektorat    selalni
Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.
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IV.  PELAPORAN
Dalam     rangka    mendukung    akuntabilitas     pengelolaan    risiko,
pemerintah    daerah    perlu    menyusun    laporan    terkait    dengan
pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilalan Risiko dan
Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A.  Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Ri8iko
Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah  daerah,  penilaian  risiko  strategis  (entitas)  perangkat
daerah,  dan  penilaian  risiko  operasional  perlu  disusun  Laporan
Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.
Laporan  pelaksanaan  penilaian  risiko  dibuat  oleh  Unit  Pemilik
Risiko  disampaikan  kepada  Bupati,  dengan  tembusan  kepada
Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
Sebelum difinalkan,  draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan
pihak yang terkalt, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko
tingkat   perangkat   daerah   dan   tingkat   operasional   perangkat
daerah  perlu  dibicarakan  dengan  Kepala  Perangkat  Daerali  dan
pihak yang terkait.
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing
Unit  Pemilik  Risiko  (UPR)  disampaikan  kepada  Bupati,  dengan
tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
Laporan   Pelaksanaan   Penilaian   Risiko,   paling   sedikit   berisi
informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I.    Pendahuluan
A.   Latar Belakang

Bagian   ini   berisi   latar   belakang   penyusunan   laporan
pengelolaan   risiko    serta   gambaran   umum   kebijakan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

8.  Dasar Hukum
Bagian  ini  berisi  peraturan-peraturan  ataupun  kebijakan
baik yang berasal dari pemerintah pusat,  instansi terkait
ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan
risiko   pemerintah   daerah   baik   kebijakan   perencanaan
sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C.   Maksud dan Tujuan
Bagian   ini   berisi   maksud   dan   tujuan   dilakukannya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D.   Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan
konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

11.    Perbaikan Lingfungan pengendalian ya])g I)iharapkan
A.   Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian  ini  berisi  hasil  penilaian  awal  dan  hasil  survei
persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan
pengendalian    urusan    wajib/pilihan    pada    pemerintah
daerah.
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8.   Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian   ini   berisi   strategi   yang   akan   dilakukan   guna
memperbaiki  Lingkungan  pengendalian yang  mendukung
penciptaan   budaya   pengelolaan   risiko   di   pemerintah
daerah.

Ill.    Penilaian Risiko dan Rencana Tindak pengendalian
A.   Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian   ini   berisi   tentang   penetapan   konteks   strategis
pemerintah  daerah,  strategis  (entitas)  Perangkat  Daerah,
dan operasional,  dimana dapat memilih beberapa urusan
wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas
sesuai  dengan  visi  dan  nisi  Bupati  atau  pertimbangan
obj ektif lainnya.

8.   Hasil ldentifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap
atribut-atribut    risiko    (uraian    risiko,    pemilik    risiko,
penyebab   risiko,   sumber   risiko,   sifat   penyebab   risiko
apakah dapat  dikendalikan  (corLtro!Zcibze)  atau  tidak dapat
dikendalikan  (ttncontro!Jcibze)  oleh  pemilik  risiko,  dampak
risiko, serta penerima dampak risiko).

C.   Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis
Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan
hasil  dari  analisis  dampak  dan  kemungkinan  dari  risiko
yang sudah diidentifikasi.

D.  Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian  ini  berisi  hasil  identifikasi  terhadap  pengendalian
yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan
risiko  yang  diprioritaskan  untuk  ditangani  (dikelola)  dari
hasil analisis risiko.

E.   Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan  atau  perlu  dibangun  untuk  masing-masing
risiko  prioritas  urusan  wajib/pilihan  karena  masih  ada
celah    pengendalian    dari    pengendalian    yang    sudah
dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV.    Rancangan Informasi dan Komunikasl
Bagian  ini  berisi  rancangan  informasi  dan  komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalaln pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai
yang diinginkan.

V.    Rancangan pcmantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk      memastikan      bahwa      risiko      dapat      dipantau
keteljadiannya    dan    pengendalian    yang    telah    dirancang
dilaksanakan dan beljalan efektif.

VI.    Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan
risiko Unit Pemilik Risiko.
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Lamphan
(Form-/o7m tahapan identifikasi risiko,  penilaian risiko, hingga RTP
serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

8.  Pelaporan Berlrala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko
Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara semesterari
(semester  I)  dan  tahunan  (semester  11).  Pelaporan  untuk  tingkat
entitas  pemerintah   daerah   dikoordinasikan   oleh   Unit   Pemilik
Risiko  Pemerintah  Daerah,   sedangkan  untuk  tingkat  strategis
perangkat   daerah   dan   tingkat   operasional   perangkat   daerah
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 11.
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:
1.   Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

a.   Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kelja Semesteran;

b.   Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kelja Tahunan.

2.   Irdporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
a.   Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat

Daerah   dan   Operasional   sesuai   dengan   urusan   yang
ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;

b.   Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan
urusan   yang   ditangani   oleh   setiap   Perangkat   Daerah
Tahunan.

3.   Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
a.   Laporan   Kompilasi   seluruh   Urusan   Tingkat    Strategis

Pemerintah Daerah Semesteran;
b.   Laporan   Kompilasi   seluruh   Urusan   Tingkat    Strategis

Pemerintah Daerah Tahunan.
Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik
Risiko   (UPR)   disampaikan   kepada   Bupati,   tembusan   kepada
Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala
Pengelolaan  Risiko,  paling  sedikit  berisi  informasi  sebagaimana
diuraikan sebagal berikut:

I.    Pendahulunn
A.   Latar Belakang

Bagian   ini   berisi   latar   belakang   penyusunan   laporan
pengelolaan   risiko   serta   gambaran   umum   kebijakan
pengelolaan risiko pemerintah daerah.

8.   Dasar Hukum
Bagian  ini  berisi  peraturan-peraturan  ataupun  kebijakan
baik yang berasal dari pemerintah pusat,  instansi terkait
ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan
risiko   pemerintah   daerah   balk   kebijakan   perencanaan
sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C.   Maksud dan Tujuan
Bagian   ini   berisi   maksud   dan   tujuan   dilakukannya
pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D.   Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan
konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.
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11.    Rencana    dan    Realisasl    Kegiatan    Pengelolaan    Risiko
Pemerintah Daerah
A.   Rencana Kegiatan  Pengelolaan  Risiko  Pemerintah  Daerah

Semester I/11
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap
risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut.
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP
dari periode semester sebelumnya.

8.   Realisasi  Kegiatan  Pengelolaan  Risiko  Pemerintah  Daerah
Semester I/ 11
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap
risiko yang dilaksanakan  pada periode  semester tersebut
dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana
kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

Ill.    Hambatan pelakeanaan Kegiatan
Bagian  ini  berisi  uraian  dan  analisis  hal-hal  yang  menjadi
kendala    atau    hambatan    dalam    pelaksanaan    kegiatan
pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan teljadinya gap
antara   rencana   dan   realisasi   kegiatan   pengelolaan   risiko
pemerintah daerah.

IV.    Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko
dan  RTP,  keterjadian  risiko,  pelaksanaan  RTP  dan  kegiatan
pemantauan   RTP   pada   semester   tersebut   dan   dari   basil
monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran
risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V.    Penutup
Bagian  ini  menjelaskan  simpulan  atas  capaian  penerapan
pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan
dilakukan  sebagal  tindak  lanjut  dari  monitoring  pengelolaan
risiko  pada  periode  ini  sebagai  perbaikan  untuk  penerapan
pengelolaan  risiko  periode  selanjutnya  guna  meningkatkan
kinelja pemerintah daerah.

Lampiran-Lanphan.

C.  Pelaporan  Berhala  Pemantaunn Pengelolaan  RIsiko  oleh Unit
Kepatuhan
Pelaporari   berkala   pemantauan   pengelolaan   risiko   dilakukan
secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester 11). Kegiatan
pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.     Unit     kepatuhan     bertanggung    jawab     memantau
pelaksanaan pengelolaan risiko pada masing-masing unit pemilik
risiko  (UPR).  Pemantauan  dilakukan  untuk  memastikan  setiap
tahapan   pengelolaan   risiko   telah   dilakukan   sesual   dengan
ketentuan  sejak  penilaian  kelemahan  lingkungan  pengendalian,
proses penilaian risiko,  dan  pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Laporan  Berkala  Pemantauan  Pengelolaan  Risiko,  paling  sedikit
berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagal berikut:
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A.  Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian  ini  berisi  uraian  rencana  dan  realisasi  pengelolaan
risiko  terutama  tentang  kegiatan  pengendalian  yang  akan
dilakukan  dan  RTP oleh  pemerintah  daerah yang dilaporkan
oleh UPR kepada unit kepatuhan.

8.  Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis  terhadap gap  rencana dan realisasi
pengelolaan  risiko  oleh  pemerintah  daerah  dan  hal-hal yang
menjadi   kendala   yang   dilaporkan   oleh   UPR   kepada   unit
kepatuhan.

C.  Monitoring terhadap Pengelolaan RIsiho dan RTP oleh UPR
Bagian   ini   berisi   mekanisme   dan   hasil   pemantauan   atas
pelaksanaan  pengendalian  sesuai  infrastruktur  pengendalian
yang  telah  dibuat,  serta  analisis  hasil  pemantauan  untuk
memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang,  telah
dilaksanakan    dan    berjalan    secara    efektif.    Pemantauan
dilakukan terhadap  kegiatan  pengendalian yang dibutuhkan,
bentuk/metode   pemantauan  yang  diperlukan,   penanggung
jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi
waktu  pelaksanaan,  dan  hal-hal  lainnya  yang  teljadi  dalam
pemantauan kegiatan pengendalian.

D.  Rekomendasi/ Feedback bagl UPR
Bagian  ini berisi rekomendasi,  saran,  ataupun feedback atas
kendala   dan   hambatan   yang   dilaporkan   oleh   UPR   serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan
kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada
UPR.

Lampinn-Lampinn.

D.  Pelaporan BerlEala oleh Komite Pengelolaan RIsiko
Tugas  Komite  Pengelolaan  Risiko  telah  diuraikan  pada  Struktur
Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite
Pengelolaan Risiko membuat laporan semesteran (semester I)  dan
tahunan (semester 11) atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko
yang disampaikan kepada Bupati cq.  Sekretaris Daerah.  Laporan
Berkala   oleh   Komite   Pengelolaan   Risiko,   paling   sedikit   berisi
informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A.  Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian  ini  berisi  uraian  rencana  dan  realisasi  pengelolaan
risiko   terutama  tentang  kegiatan  pengendalian  yang  akan
dilakukan  dan  RTP oleh  pemerintah  daerah yang dilaporkan
oleh  UPR  kepada  unit  kepatuhan.  Selain  itu  juga  dibahas
kegiatan  pembinaan  terhadap  pengelolaan  risiko  pemerintah
daerah  yang  meliputi  sosialisasi,  bimbingan,  supervisi,  dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

8.  Hambatan Pelaksanann Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi
pengelolaan  risiko  oleh  pemerintah  daerah  dan  hal-hal yang
menjadi   kendala  yang   dilaporkan   oleh   UPR   kepada   unit
kepatuhan.  Selain  itu  juga  dibahas  hambatan  yang  teljadi
dalam    kegiatan    pembinaan    terhadap    pengelolaan    risiko
pemerintali daerah.
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C.  Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risilro Pemerintah
Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian  ini  berisi  uraian  hasil  kegiatan  pembinaan  terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.  Selain itu
juga  dibahas  hasil  fasilitasi  terhadap  UPR  dalam  memandu
melaksanakan  langkah  demi  langkah proses  penilaian risiko
ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesual hasil monitoring
berkala   oleh    UPR   dan    pemantauan    berkala   oleh   unit
kepatuhan.

D.  Rekomendasi/ Feedback 1)agl UPR
Bagian ini berisi rekomendasi,  saran,  ataupun /eec!bcick atas
kendala  dan  hambatan  serta rekomendasi  strategis  maupun
teknis  dari  hasil  kegiatan  pembinaan  terhadap  pengelolaan
risiko pemerintah daerah kepada UPR.
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2 F'emda telah menrili]d aturan perilaku(misalnyakodeetik,paktaintegritas,danaturanperilakupegawai)yangtelahdikomunikasikankepadaseluruhpegawai
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4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaanrisiko,baikpelatihankhususmaupunpelatihanterintegrasisecaraberkala.
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kei elasan arah oengelolaan risiko
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risiko dan pengendalian dalam
pelaksanaan tugas dan pengambilan
keputusan
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pelaporan risiko / masalah
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nisi Pemda

6 Rencana/ sasaran strategis pemda telab
dijabarlran ke dalam sasaran OPD dan
tin9kat operasioanl OPD (cascac!{ngi)

7 Rencana strateds dan rencana keria
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2 Masing-masing pihak dalam organisasi
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masing-masing dalam pengelolaan risiko

3 Pegawai  yang bertugas di OPD
merupakan pegawal tetap dan bukan
pegawal yang bersifat edhoc (sementaral
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waktu pelaporan pelaksanaan peran dan
tanggung j awab masing-masing dalam
pengelolaan risiko
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pE»vusuNA]i DAN pERERAmN Reel-AKAn T"a 8BHAn rmTAlra pEHBI]iAILP apHziER ITRINunbll
DATA HAHU8IA RTEN,®`-MEMArm`

1 Pemda telah memili]d Kebijakan dan
prosedur pengelolaan SDM yang lengkap
(sej ak rekrutmen sampai
dengan pemberhentian pegawai)

2 Relrmiitmen, retensi, muta9i , maupun
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4 Pemda telah mengintemalisasi budayasadarrisiko

5 Adanya pembenan rezt/czrd dan/ ataupitrdshmentataspengelolaanrisiko(Misalnyamempertimbangkanpertanggungiawabanpengelolaanrisikodalanpenilaianhie¢a)
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1 Inspektorat Daerah  melakukan reviuatasefisiensi/efektivitaspelaksanaalisetiapurusan/programSecaraperiodik

2 Inspektorat Daerah  melakukan reviuataskepatuhanhukumdanaturanlainnva
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5,.-.`# Temuan dan saran/ rekomendasipengawasanAPIPtelahditindaklanjuti

-['--2S 'trs                  `    xmi)A_TAHa BAIK I>RIOAli
IHBTanffirfu

•3:i^i,-'-~=rmmrmTE"un-``:I

l=   „_s.^i

HEHAI)AI/KURAVOMEHADAI

1 Hubungan ke¢a yang baik denganinstansi/organisasilainyangmemilikiketerkaitanoperasionaltelahterbaligun

2 Hubungan keqa yang baik denganinstansiyangterkaitatasfungsipengawasan/pemeriksaan(inspektorat,BPKP,danBPK)telahterbangun

Ketemngan:
-       Kolom c diisi denganjawaban responden

Keterangan Jawaban :
1   : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.
2   : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.
3   : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan balk, tapi masih bisa ditingkatkan.
4   : Sangat Setuju/ Sudah dibangun atau diterapkan dengan balk dan dapat ditularkan ke

organisasi lain.

-       Kolom d diisi dengan simpulari basil penilalan lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan
kesinpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.
Misal:
•    Kesimpulan trap pertanyaan :

"Memadai",  apabila  modus jawaban  responden  adalah  3  atau  4  dan  "Kurang  Memadai"
apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

•    Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai",  apabila  seluruh  simpulan  tiap  pertanyaan  pada  sub  unsur  tersebut  telah
"memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur
tersebut yang "Kurang Memadai".

R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst.(R selanjutnya)        :  Responden
Responden  merupakan  Perwakilan dari  masing-masing Perangkat Daerah  (Eselon  11  dan Ill)
untuk penilaian risiko strategis pemerintah daerah.
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Form I.b
Kondisi Kelemahan Lingingan Pengendalinn lntern

Di Pemerintah Kabupaten MIMIKA
Nana pemda                                             : Kabupaten MIMIKA
Tahun penilaian                                      : 20xx

HO. Srmher data thaian Kelemahan •    :                   '=     .-

a b c D
1

2

3

4
5

6
7

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan
Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian
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Fom 1.c
Sinpuhn Survei Persep8i atas I,inglEimgrn Pengendallan lntern

Pemerintah Daerah MlmlKA
Nama pemda                             : Pemerintah Kabupaten MIMIKA
Tahun penilalan                      : 20xx

no, Sub un8ur men Reviu Dohaen Ha8n Srmei Persep8i
Sinpwhn Peqg.elacan

\Hasil urahn Haail uminn `
•a b a a e f g 11

1 Penegakanintegritasdan nilaietika

2 Komitmenterhadapkompetensi

3 Kepemimpinanyangkondusif

4 Strukturorganisasi sesualkebutuhan

5 Pendelegasianwewenangdantanggungjawabvanstepat

6 Penyusunan danPenerapanKebijakanyangSehattentangPembinaanSDM

7 Per-judan peranAPIPyangefektif

8 Hubungan KerjayangBaikdenganInstansiPemerintahTerkait

Keterangan:
Kolom a diisi dengan
Kolom b diisi dengan
Kolom c diisi dengan
Kolom d diisi dengan
Kolom e diisi dengan
Kolom f diisi dengan
Kolom g diisi dengan

nomor urut.
sub unsur pada lingkungan pengendalian.
8impulan penilalan awal CEE berdasarkan dokumen.
uraian simpulan penilaian awal GEE berdasarkan dokumen.
simpulan hasil survei p€rsepsi.
uraian simpulan sesual hasil survei persepsi.
simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara
penilaian    awal    dan    survei    persepsi    bertentangan,    maka    lakutan
pendalaman  atau  lakukan   dengan  pertimbangan  yang  objektif  untuk
menyimpulkannya.

Kolom h diisi dengan : uraian kelemahan.
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ForTn 2 .a
pENFrAI.AN KONTEKS RISIKo STRATEGIS PEMERINTAII I)AERAII

Nama pemerintah Daerah                                           : Pemerintah Kabupaten Mimika
Tahun penilaian                                                            : 20xx
Periode yang dinilai                                                       : Periode RPJMD Tahun (20zK -20x)
Sumber Data
Visi

Misi Strategis RPJMD
1.

2.
dst.

Penetapan konteks Misi Risiko Strategis
Pemerintah daerah

Tujuan Strategis RPJMD
1.

2.
dst.

Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis
Pemerintah daerah

Sasaran RPJMD
1.

2.
dst.

Penetapan Konteks Sasaran  Risiko Strategis
Pemerintah daerah

IKU Sasaran RPJMD
1.

2.
dst.

Penetapan konteks IKU Risiko Strategis
Pcmerintah daerah
Prioritas pembangunan dan program 1.

2.unggulan
dst.

Penetapan konteks Prioritas pembangunan
dan program unggulan Risiko Strategis
Pemerintah daerah
Urusan Pemerintahan Daerah
Nama Peranedcat Daerah Terkait

Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan
Thjuan-............
Sasaran......

dilakukan penilaian risiko IKU....''.................

Program........
Kabupaten MIMIKA, tanggal, bulan 20xx

Bupati MIMIRA

ttd

Nana

pERE'rAPAN Ko  T

Ketemngan:
Sumber Data
Visi
Misi Strategis
Penetapan konteks Misi
Tujuan Strategis

Penetapan Konteks Tujuan
Sasaran RPIJMD

Penetapan Konteks Sasaran
IKU Sasaran RPJMD

Penetapan konteks IKU
Prioritas pembangunan dan
program unggulan
Penetapan konteks Prioritas

dokumen perencanaan jangha menengah daerah (RPJMD).
visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko,
tujuan yang tertulis dalarn dokumen RPJMD yang
Mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks
Misi.
tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang
Mendukung Tujuan Strategis  terpilih pada penetapan
konteks tujuan.
sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilalan risiko.
IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPIJMD yang
Mendukung Sasaran Strategis  terpilih pada penetapan
konteks
sasaran.
IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis
dalam RPJMD.
Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih
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pembangunan dan program
un88ulan
Urusan Pemerintahan
Daerah

Nana Pcrangkat Daerah
Terkait
Tujuan, Sasaran, IKU dan
Program yang akan
dilakuhan penilaian risiko

untuk dilakuhan penilaian risiko yang mendukung IKU
Sasaran terpilih.
mama umsan Pemerintahan Daerah yang menjadi
pengampuh Prioritas pembangunan dan program Unggulan
terpilih.
nana perangkat daerah terkait dalarn mendukung Prioritas
pembangunan dan program Unggulan terpilih.
tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih
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Fomu 2 .b
pENFrAPAN KONTEKs RIslKO sTRATEGls PERANGKAT DAERAII

Nana pemerintah Daerah                                           : Pemerintah Kabupaten MIMIKA
Tahun penilaian                                                            : 20xx
Periode yang dinilai                                                       : Periode Renstra Tahun (20xx -20xx)
Urusan pemerintahan                                               : Urusan wajib/Pilihan
Perangkat Daerah yang dinilai                                   : Nama perangkat Daerah
Sumber Data

Tujuan Strategis

Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis
Peranfzkat daerah

Sasaran Strategis
1.

2.
dst.

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis
Perandet daerah

IKU Sasaran Perangkat Daerah

IKU Sasaran Taliun Target
1.2.dst.

Program Strategis
1.

2.
dst-

Penetapan konteks Program Risiko Strategis
Perangkat daerah

Indikator Kinelja (IK) Program Perangkat IK Program Tahun Target
daerah

Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Tujuan.........,.......
Sasaran......Program yang akan dilakukan penilaian
Program..................risiko
IK Program. . . . . . .

Kabupaten MIMIKA, tanggal, bulan 20xx
Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nana

Keterangan:
Sumber Data

Tujuan Strategis
Penetapan konteks
Tujuan
Sasaran Strategis
Penetapan Konteks
Sasaran
IKU Sasaran
Program Strategis
Penetapan Konteks
Program
IK Program

Tujuan, Sasaran,
Program Strategis,
IKU Program yang
akan dilakukan
penilaian risiko

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun  (Renstra).
tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilalan risiko.

sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
program strategis yang dipilih untulc dilakukan penilaian
risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra unt`ck
program strategis terpilih.
tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya.
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Fom2.c
PENETAPAN KONTEKS RISIK0 0Pt]tg" iFTAFAN KONTEKs RIslKO OpERAsloNAL pEEunGRAT I)AERAII

Nana pemerintah Daerah                                           : Pemerintah Kabupaten MIMIKA
Tahun penilaian                                                        : 20x
Periode yang dinilai                                                      : Periode Renja Tahun 20x
Urusan pemerintahan                                                : Urusan wajib/Pilihan
Perangkat Daerah yang dinilai                                  : Nama perangkat Daerah
Sumber Data
Tuiuan Strateris
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis
Peranckat daerah

Sasaran Strategis
1.

2.
dst.

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis
PeranRkat daerah

Program Strategis
1.

2.
dst.

Penetapan konteks Program Risiko Strategis
Perangkat daerah

Kegiatan Utama
1.

2.
dst.

Penetapan konteks Kegiatan Utama Risiko
Strateeds Peranckat daerah

Keluaran / Hasil Kegiatan

Ke8iatan Output

1.2.dst.

Program, Kegiatan, dan Keluaran/ Hasil Program.......................

Kegiatan......Kegiatan yang akan dilakukan penilaian
Keluaran/Hasil Kegiatan. . . . . .risiko

-

Kabupaten MIMIKA, tanggal, bulan 20xx
Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nana

Keterangan:
Sumber Data                : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu)

tahun (Renja).
Tujuan strategis          : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.
Penetapan konteks     : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilalan risiko.
Tujuan sasaran strategis       : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
Penetapan Konteks     : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
Sasaran
Program Strategis
Penetapan Konteks
Program
Kegiatan Utama

Penetapan Konteks
Kegiatan Utama
Keluaran/Hasil
Kegiatan
Program, Kegiatan,
dan Keluaran/ Hasil
Kegiatan

program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.
program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian
risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokunen Renja yang
mendukung program strategis terpilih.
kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

keluaran/hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan
terpilih.
program, kegiatan terpilih dan keluaran/hasil kegiatannya.
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Fom4
Ha8n Anall8i8 Risiko

Hama pemda                              : Pemerintah Kat]upaten MIMIKA
Tahun penllaian                     : 20k
Tujuan strategls                      : TUJuan strategic yang dilaktilmn penilaian ri8iko

Urusan pemerintahan            : Uriican wajib/ Pilihan

No,
«Risiko" yangTeridentifika8i

Rode REilo
AnaJisls REfro

Srm Shale Shh
I)anpapl Kemunghinan *| REiko

a b C d e f=dxe

Ketemngan:
Kolom a diisi dengan nomor urut.
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada Form 3.a, 3.b dan 3.c
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai yang disajikan pada Form 3.a, 3.b dan 3.c
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarhan perhitungan rata-rata/modus skala

dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/ FGD.
Kolom e diisi  dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala

kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.
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Form 5
Daftar Risilro Priorita8

Nana Penerintah I)acmh  : Pemerintah Kabupaten MIM]KA
Tahun penilaian                 : 20H
T`]juan strategl8                 : Tujuan strategi8 yang dilaktihn penilaian riallEo
Uruean pemerintahan        : Uriican wajil] / Plllhan

No Ri8iho Fhioritas Rode Sma Pemillk Penyebab DanpakREiho Rislfro Riafro

a b C a e I a

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengari kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai dengan Form 4)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)
Kolom f diisi dengan penyebab (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)
Kolom g diisi dengan dampalc (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)
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